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BUPAT! LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR .

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR // TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING PAJAK DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal
140, Pasal 141, Pasal 142 dan Pasal 143 Peraturan
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah, maka guna kelancaran tertib
administrasi pelaksanaan pemungutan dan
penetapan besaran Pajak Daerah perlu untuk
menetapkan Tata Cara Pengajuan Keberatan dan
Banding Pajak Daerah di Kabupaten Lamongan
dengan Peraturan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20!1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S234);



-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentar}g

* g:rizfi%tahan l%aerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) secbagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 52_3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomgr
140, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578) ;

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199});

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten Lamongan {Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor
04) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2
Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2013 Nomor 10});

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor
12); .

11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2014
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan (Berita
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor
4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Lamongan Nomor 26 Tahun 2014 (Berita

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor
26).

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA

PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING PAJAK
DAERAH.



BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

i.
2,

3.
4,

lah Kabupaten Lamongan. '
E:r;f:}ijn?:k? Daerah ;dalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
i adalah Bupati Lamongan .
g?r?:st ]éc;dapatar? yang selangutnya dg:at disingkat Dispenda adalah
i dapatan Daerah Kabupaten Lamongan. o

g;?;lf gzgrar?, yang selanjutnya disebut pajak, .adal'ah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tdak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Badan adalah sekumpuian orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

- usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,

perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Mili!{
Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan
Pajak Penerangan Jalan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerzah.

Masa Pajak adalah Jangka Waktu 1 (satu) bulan kalender yang
menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyctor dan

. melaporkan pajak yang terutang.

10.

11

12,

13.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun
Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan
perpajakan Daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya
pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib
Pajak serta pengawasan penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak
dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Surat Setoran Pajak Dacrah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah

~ bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.



14. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat .SKPD,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pajak, .jl..lmlah_ kekurgngan pen?bayaran
pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang
harus dibayar. - .

15. SBurat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Baxar yang selanjutnya
disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak_yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit _ ga_;ak, ‘ J.umla!'l
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi,
dan jumlah yang masih harus dibayar.

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambah'c}n yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPPN
adalah adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah pajak
terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak.

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDLB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar
daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya dibayar.

19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi
berupa bunga dan/ atau denda.

20. Keberatan Pajak Daerah adalah Surat Keputusan atas keberatan
terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN untuk seluruh
jenis Pajak Daerah.

21.Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak
~atau penanggung pajak terhadap suaty keputusan yang dapat
diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku,

22, Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

: BAB II
TATA CARA PENGAJ UAN KEBERATAN
Pasal 2

(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupali atau
pejabat yang ditunjuk atas suatu :
a.

SPPT:
b. SKPD;
¢. SKPDKB;
- d. SKPDKBT;
e. SKPDLB;
f.

pemotongan atau peémungutan oleh pihak ketiga berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah,

{2) Keberatan diajukan scara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas.



. . a
(3) Keberatan harus diajukan dalam j.angka w:aktu palu’:lg llanr?aaaa t(tllgl ])
bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud a?{ wyktu itl.;
kecuali jika wajib pajak dapat menun]L.lkkan bahwa jangka wa
tidak dapat dipenuhi karena kca_daan fl'tluar_kckuasaannyal; ar paling
(4) Keberatan dapat diajukan apablla.wajll? Paja_}f tcla.h membayar p
lama sedikit sejumlah yang telah.dlsetmm wajib pa_;ak_. dimalsud
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan s;bagau.nana i1 aksuc
pada ayat (1), ayat (2}, aya:it 1(;33 dartl_ a;t;e;t gli)agdak dianggap sebag
t keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. '
(6) g‘ggiia penerimaan sugrat keberatan yang diberikan oleh Bupati zlatitlz_
pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalu
surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 3

(1) Bupati atau pejab'at yang ditunjuk dalam jangka waktu .paling lama 12
(dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus
memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. .

(?) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima sqluruhnya
atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang
terutang, _ .

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada sebagam?ana
dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan

suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan

Pasal 4

(1) Pengajuan keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan

SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan
dalam hal : )

a. wajib pajak berpendapat bahwa omset/ukuran/kuantitas/volume
obyek pajak tidak sebagaimana mestinya ; dan/atau

b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan
Pajak Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara
perorangan.

Pasal S

(1) Pengajuan keberatan secara perorangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan :

a. satu surat keberatan untuk 1 {satu) SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/
SKPDN ;

diajukan secara tertulis dalam Bahasa indonesia ;
diajukan kepada Bupati dan disampaikan kepada Dispenda;

dilampiri asli SKPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN yang
diajukan keberatan ;

€. dilampiri bukti pelunasan Pajak Daerah yang sejenis tahun
sebelumnya ;

ae g



™

{. dikemukakan jumlah Pajak Daerah yang terutang menurut
perhitungan wajib pajak disertai dengan alasan yang mendukung
pengajuan keberatan - ' . :

g. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan _sejak _tangga
SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN, kccu.all apabila wa:;lb
pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ; dan

h. surat keberatan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal
surat keberatan ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus
dilampiri dengan surat Kuasa. o

(2) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk
memproses surat keberatan adalah:

a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara
langsung oleh wajib pajak atau kuasanya kepada Dispenda, atau

b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan
melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 6

Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala Dispenda dalam
jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal
penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal S ayat
(2), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari

kepada wajib pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan keberatan secara
perorangar.

Pasal 7

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak Daerah
yang terutang dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 8

(1) ngati memberi keputusan keberatan berdasarkan usulan Kepala
Dlspcndg apabila pengajuan keberatan di atas Rp100.000.000,00
(ser_atus Juta rupiab} dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas)
hari kerja sejak tanggal uraian penelitian.

(2) Kepala Dispenda atas nama Bupati berwenang memberi keputusan
kebcra_tan apabila pengajuan keberatan Pajak Daerah yang terutang
sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal ©

(1) Keputusan keberatan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kantor
dan/atau penelitian lapangan.
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada
- berdasarkan surat tugas dan hasiln
penelitian.

. ayat (1) dilakukan
ya dituangkan dalam laporan hasil
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Pasal 10

bahan data dalam

Dal hal keputusan keberatan menyebabkan peru .

) Sle{l;%n/ SKPDKpB /SKPDKBT/SKPDLB/SKFPDN, Kepala Dispenda
menerbitkan SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN baru
berdasarkan keputusan keberatan. .

(2) SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN baru sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) tidak bisa diajukan keberatan.

Pasal 11

Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1), wajib pajak dapat menyampaikan alasan tt.ambs'lhan atau
penjelasan tertulis sepanjang Keputusan Keberatan belum diterbitkan.

BAB Il
TATA CARA PENGAJUAN BANDING
Pasal 12

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada
Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang
ditetapkan oleh Bupati.

(2) Permochonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara- tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas’
dalam jangka waktu 3 {tiga} bulan sejak keputusan diterima, dilampiri
salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permochonan banding menangguhkan kewajiban membayar

. pajak sampai dengan 1 (satu} bulan sejak tanggal penertiban Putusan
Banding. ’

Pasal 13

(1} Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% {dua -persen) sebulan
untuk paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam. hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan
sebagian,wajib pajak dikenai sanksi adminitrasi berupa denda sebesar
S0% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan
keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permochonan banding, sanksi
administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen)
sebagimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

{5} Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian,
wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100%
(seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding

dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan.



BAB 1V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lamongan.

Diundanglan di Lamonrgnn
padu tanggal {0 J‘anuari 20k

BEKRETARIS DAERAN KABUPATEN
LAMONGAY,

f"‘_*. YORRONUR EFRENDL

e HOMIR ..“

SERITA DAER AR $.ARIPATEN LAMONGAN TAKUY 206




